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ABSTRACT
In the study, entitled "Implementation Of The Sanctions Against Criminal Acts Of Theft By Way Of Burglary Platform Independent Cash (A Case Study In BCA Denpasar)", the existence of a skimmer on ATM slots then the crime is called special crimes. Principals can be binded with law No. 10 of 1998 about changes in the law No. 7 of 1992 about banking and article 30 paragraph (3) of Act No. 11 of 2008. So that brings up the issue of whether the factors cause the occurrence of theft of money by way of burglary BCA ATM's in Denpasar? And how does the application of sanctions against the crime of theft of money by way of burglary BCA ATM's in Denpasar? This study uses empirical legal research methods. In the crime of burglary BCA ATM's in Denpasar, the victim usually unknowingly have recorded video at the moment of entering the pin and magnetic tape has also recorded a special tool. In the case of bank ATM theft that occurred at this time, the perpetrators of the theft of customer account the bank can be binded with clauses in law No. 11 of 2008. Conclusion the first crime occurred due to negligence of the owner of an ATM card and the perpetrator of the criminal offence of burglary ATM getting smarter. The second conclusion is that is fouling the judge sanctioned imprisonment 8 (eight) months and a fine of Rp 60,000,000.- with conditions when the fines are not paid, replaced imprisonment 2 (two) months.
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ABSTRAK

Di dalam penelitian berjudul "Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Cara Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (Studi Kasus Di BCA Denpasar)", adanya skimmer pada slot ATM maka kejahatan tersebut disebut kejahatan khusus. Pelaku dapat dijerat UU No. 10-1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 30 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008. Sehingga memunculkan permasalahan apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian uang dengan cara pembobolan ATM di BCA Denpasar? Dan bagaimanakah penerapan sanksi terhadap tindak pidana pencurian uang dengan cara pembobolan ATM di BCA Denpasar? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Di dalam kejahatan pembobolan ATM di BCA Denpasar, korban biasanya tanpa sadar telah direkam video pada saat memasukkan pin dan pita magnetik juga telah direkam alat khusus. Pada kasus pencurian ATM bank yang terjadi saat ini, pelaku pencurian rekening nasabah bank bisa dijerat dengan pasal-pasal dalam UU No. 11-2008. Kesimpulan pertama tindak pidana terjadi karena kelalaian dari pemilik kartu ATM dan pelaku tindak kriminal pembobolan ATM semakin pintar. Kesimpulan kedua yaitu hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana penjara 2 (dua) bulan.
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I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Keberadaan lembaga perbankan memiliki kontribusi dominan dalam menjaga keberlangsungan roda perekonomian dan memajukan peranan nasabah selaku konsumen produk dan jasa bank. Ditopang dengan kemajuan teknologi maka bank berusaha untuk memberikan fasilitas yang baik dalam melayani nasabah, salah satunya dengan menyediakan electronic banking (e-banking). Anjungan Tunai Mandiri selanjutnya disebut ATM merupakan salah satu produk e-banking. ATM dapat mempermudah nasabah dalam bertransaksi, kelemahan ATM yang menjadi target kejahatan adalah dengan modus pencurian PIN atau manipulasi kartu ATM nasabah.
 Pada perkembangannya modus kejahatan yang berkembang sedemikian rupa, kejahatan yang dilakukan pun telah masuk ke dalam sistem perbankan Indonesia. Kejahatan di bidang perbankan, serta dampak dari tindak kriminal cyber crime di bidang perbankan terhadap perekonomian nasional mengakibatkan timbulnya banyak korban. Korban akibat kejahatan ekonomi di bidang perbankan di antaranya para nasabah penyimpan dana, dan bank yang bersangkutan. Pencurian uang nasabah bank melalui modus penggandaan kartu ATM merupakan salah satu kejahatan teknologi perbankan.
Kejahatan pencurian dana melalui alat skimmer adalah kejahatan khusus. Melihat dari angka kejahatan yang terjadi yang dilaporkan pada masyarakat terutama korban-korban kejahatan skimmer, kejahatan-kejahatan khususnya pencurian dana nasabah bank melalui alat skimmer telah menimbulkan aspek-aspek yang negatif kepada bank pada umumnya dan juga pada masyarakat. Hal ini dikarenakan keamanan dan kenyamanan para nasabah dan masyarakat yang menjadi masalah ataupun kendala dalam kejahatan tindak pencurian dana nasabah bank melalui alat skimmer. Dengan melakukan banyaknya evaluasi setiap tahunnya, seperti memperbaiki atau meningkatkan sistem keamanan bank guna menciptakan sistem keamanan yang baik dan bagus. Pihak kepolisian dapat lebih baik lagi untuk memecahkan setiap kasus pencurian dana melalui alat skimmer dan pihak kepolisian pun dapat lebih mudah untuk menyelidiki serta mencari bukti-bukti yang ada.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan ATM dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan ATM di BCA Denpasar.
II. ISI 
2.1 Metode

Metode dalam penelitian ini adalah hukum empiris yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.
2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Faktor Penyebab Terjadinya Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri di BCA Denpasar
Terjadinya pembobolan ATM tidak lepas dikarenakan kelalaian dari pemilik kartu ATM itu sendiri. Pada kejahatan pembobolan ATM dengan cara skimming, korban biasanya tanpa sadar telah direkam video pada saat memasukkan pin ATM dan pita magnetik sudah pula direkam melalui alat khusus. Setiap pengguna ATM seharusnya tetap menjaga kerahasiaan nomor pin masing-masing supaya tidak menjadi korban pembobolan ATM. Untuk itu Bank Central Asia (BCA) memberikan edukasi kepada nasabah dengan cara:

1. Memberi edukasi langsung dengan bertatap muka pada saat melakukan transaksi di BCA:
a. Melindungi kerahasiaan PIN dengan menutup tangan ketika memasukkan PIN dan meminta nasabah untuk menyebutkan atau memasukkan nomor PIN.
b. Memperhatikan secara teliti kondisi fisik ATM dan sekelilingnya. Nasabah diharapkan bertindak aktif untuk segera melapor kepada pihak berwajib jika melihat hal-hal mencurigakan.

c. Saat bertransaksi menggunakan kartu ATM/Debit yang bekerja sama dengan pihak perbankan, diharapkan memperhatikan kondisi alat Electronic Data Capture (EDC) pada setiap merchant tersebut, bila terdapat alat (device) mencurigakan yang menempel pada EDC atau hal lain yang mencurigakan. Nasabah dihimbau tidak bertransaksi dan segera melaporkan kepada pihak bank terdekat atau kepada pihak berwajib.
2. Memberi edukasi iklan layanan melalui media cetak dan elektronik.
Pada kasus pencurian ATM bank yang terjadi saat ini, pelaku pencurian rekening nasabah bank bisa dijerat dengan pasal-pasal dalam UU No. 11-2008. Berdasarkan UU No. 11-2008 yang bisa digunakan untuk menjerat para pelaku pencurian ATM bank. Isi Pasal 30 ayat (1) UU No. 11-2008 "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan /atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun". Pasal 30 ayat (3) UU No. 11-2008 "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan." Pasal 32 ayat (2) UU No. 11-2008" setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. "Pasal 36 UU No. 11-2008 "setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain."

2.2.2 Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Uang Dengan Cara Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri di BCA Denpasar
Pelaku pencurian dana nasabah bank melalui modus skimmer dapat dijerat atau dikenakan Pasal 363 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 32 ayat (1) UU No 11-2008, tentang memindahkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, yang mana ketentuan pidananya diatur Pasal 48 ayat (1) UU No 11 -2008 dengan ancaman hukuman penjara paling lama delapan tahun dan/atau denda paling banyak dua miliar rupiah. Kasus yang peneliti uraikan merupakan kasus pencurian ATM yang diduga dilakukan oleh Teguh T Khasan terhadap pengguna ATM tahun 2012 hingga 2014. Akibat perbuatan tersebut, pengguna ATM BCA mengalami kerugian sebesar Rp. 167.200.000,- (seratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah). Kekurangan dana nasabah tersebut lalu diganti oleh Bank BCA yang pada akhirnya menanggung kerugian atas penggantian tersebut.

Dalam proses peradilan pidana, Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk membuat surat dakwaan yang sesuai dengan hasil penyidikan sehingga dapat menjadi dasar atau landasan bagi hakim dalam pemeriksaan melalui persidangan. Penuntut umum merupakan instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan.
 Salah satu yang menjadi tugas penuntut umum adalah membuat surat dakwaan yang nantinya akan menjadi dasar landasan pemeriksaan kasus tersebut pada proses peradilan. Maka dari itu, surat dakwaan harus disusun dengan cermat dan jelas. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa surat dakwaan harus memenuhi syarat materiil yang harus menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Penjatuhan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana haruslah didasarkan pada surat dakwaan yang telah disusun oleh jaksa. Selain harus berdasarkan pada dakwaan, penerapan hukum pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib berpedoman pada hasil pembuktian atas kasus tersebut diikuti dengan pertimbangan hakim terhadap terdakwa. Selain pemilihan dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, peneliti turut mencermati sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa Teguh T Khasan. Pada amar putusan, hakim menjatuhkan pidana penjara 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
III. SIMPULAN
Berdasarkan uraian skripsi di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan sebagai berikut ini:

1. Tindak pidana pencurian dana nasabah dengan cara pembobolan ATM di BCA Denpasar memiliki faktor penyebab, yaitu: 
a. Faktor internal: terjadinya pembobolan ATM tidak lepas dikarenakan kelalaian dari pemilik kartu ATM itu sendiri. Pada kejahatan pembobolan ATM dengan cara skimming, korban biasanya tanpa sadar sudah direkam video pada saat memasukkan pin ATM dan pita magnetiknya sudah pula direkam melalui alat khusus. Setiap pengguna ATM seharusnya tetap menjaga kerahasiaan nomor pin masing-masing agar tidak menjadi korban pembobolan ATM.
b. Faktor eksternal: pelaku tindak kriminal pembobolan ATM semakin pintar. Maka dari itu pihak bank harus melakukan analisa risiko terhadap potensi permasalahan pada update system serta kontrol kemanan dan informasi agar hal itu tidak terjadi. ATM skimmer atau alat untuk mengkopi data secara magnetik dijual bebas, sehingga setiap orang dapat memasang alat tersebut dan dapat melakukan pembobolan ATM dengan mudah.
2. Pada kasus pembobolan ATM di BCA Denpasar Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan terhadap perbuatan terdakwa Teguh T Khasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang. Pengadilan Negeri Denpasar melalui putusan Putusan Nomor 688/Pid.B/2014/PN.Dps. Pada amar putusan, hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
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